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SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang
mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan
daerah, sehingga perlu diganti;

b. bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan
perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong,
khususnya Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Tabalong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Tabalong;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN TABALONG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tabalong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tabalong.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah.

Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.



Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kecamatan
Pasal 2
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana
teknis wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten.
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Camat mempunyai fungsi meliputi:
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum,;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 3
Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan
di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Lurah mempunyai fungsi meliputi:
pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
pemberdayaan masyarakat;
pelayanan masyarakat;
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
dan
pembinaan lembaga kemasyarakatan.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kecamatan
Pasal 4
(1) Kecamatan terdiri atas:
a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Pelayanan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Seksi Pemerintahan;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
Seksi Pembangunan;
Seksi KesejahteraanRakyat;
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Kelurahan
Pasal 5
(1) Kelurahan terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pembangunan;
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON JABATAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 6
(1) Camat merupakan jabatan Struktural eselon Illa.
(2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon Illb.
(3) Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan
struktural eselon IVa.
(4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala
Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan
struktural eselon IVb.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi
Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPAYY{ TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI
Diundangkan di Tanjung
pada Tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

W

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (86/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\
-

KHAIRUL ANWAR, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19650902 199503 1 002




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

II.

Berdasarkan ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Secara lebih
khusus penetapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada
pertimbangan kelembagaan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan
kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya
aparatur dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau pihak
ketiga.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan
berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten dengan Perda berpedoman
pada Peraturan Pemerintah, Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat diangkat oleh Bupati atas usul sekretaris daerah kabupaten dari
pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Camat
dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah kabupaten.

Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat
kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman
pada Peraturan Pemerintah, Kelurahan sebagaimana dipimpin oleh lurah yang
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati.

Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari pegawai negeri sipil
yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dalam melaksanakan tugasnya
Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan
dan bertanggung jawab kepada Lurah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
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